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ABSTRAK
	Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi penerapan kebijakan pembentukan tim penyusun Rencana Strategis (Renstra) di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Ogan Komering Ilir. Kebijakan ini diterapkan untuk meningkatkan efisiensi perencanaan dan pengambilan keputusan strategis guna mencapai sasaran organisasi. Beberapa kendala yang dihadapi adalah pencapaian target kinerja yang belum optimal, yang dipengaruhi oleh sejumlah faktor, seperti keterbatasan dalam perencanaan dan pembiayaan, kurang maksimalnya pelaksanaan rencana kerja, serta kekurangan fasilitas pendukung. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan model implementasi kebijakan Edward III, yang mencakup aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan tersebut diimplementasikan dengan baik, meskipun ada beberapa hambatan, seperti kurangnya sumber daya manusia yang memiliki keahlian khusus dalam penyusunan Renstra. Aspek komunikasi berjalan efektif, namun masih diperlukan peningkatan dalam penyebarluasan kebijakan kepada semua pihak terkait. Meskipun sumber daya yang tersedia sudah cukup memadai, peningkatan kualitas melalui pelatihan dan pengembangan kapasitas masih diperlukan. Disposisi atau sikap para pelaksana kebijakan umumnya positif dan mendukung, namun tetap memerlukan dorongan berupa motivasi dan insentif. Struktur birokrasi yang ada cukup baik, tetapi dibutuhkan koordinasi yang lebih intensif antar unit kerja agar implementasi kebijakan dapat berjalan lebih lancar.Secara keseluruhan, penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan kebijakan pembentukan tim penyusun Renstra di Badan  Kesbangpol Kabupaten Ogan Komering Ilir telah memberikan hasil yang positif, meskipun masih terdapat ruang untuk perbaikan, terutama dalam peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan koordinasi antar unit kerja.
	
Kata kunci : Implementasi, Kebijakan, Pembentukan Tim Penyusunan Rencana Strategis.







ABSTRACT

	This study aims to evaluate the implementation of the policy regarding the formation of the Strategic Plan (Renstra) drafting team at the National Unity and Political Agency (Kesbangpol) of Ogan Komering Ilir Regency. This policy is implemented to enhance the efficiency of planning and strategic decision-making to achieve organizational goals. Several challenges faced include suboptimal performance target achievement, influenced by factors such as limitations in planning and financing, suboptimal execution of work plans, and insufficient supporting facilities. This research uses a qualitative descriptive method with a case study approach. Data were collected through in-depth interviews, observation, and documentation, then analyzed using Edward III's policy implementation model, which includes aspects of communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. The results of the study indicate that the policy has been well implemented, although there are some obstacles, such as the lack of human resources with specific expertise in drafting the Renstra. Communication aspects are running effectively, but there is still a need for improvement in disseminating the policy to all relevant parties. Although the available resources are adequate, enhancing quality through training and capacity development is still necessary. The disposition or attitude of the policy implementers is generally positive and supportive, but motivation and incentives are still required. The existing bureaucratic structure is fairly good, but more intensive coordination between work units is needed to ensure smoother policy implementation. Overall, this study concludes that the implementation of the policy for forming the Renstra drafting team at the Kesbangpol Agency of Ogan Komering Ilir Regency has yielded positive results, although there is still room for improvement, particularly in enhancing human resource capacity and inter-unit coordination.
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PENDAHULUAN
Dalam era desentralisasi dan otonomi daerah, perencanaan strategis menjadi sangat penting bagi pemerintah daerah untuk menentukan arah kebijakan dan prioritas pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) memiliki peran sentral dalam menjaga stabilitas politik dan keamanan serta memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa di tingkat daerah. Untuk melaksanakan peran tersebut secara efektif, diperlukan perencanaan strategis yang terstruktur dan komprehensif, yang diwujudkan melalui penyusunan Rencana Strategis (Renstra).Rencana Strategis merupakan dokumen penting yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh sebuah organisasi pemerintah dalam kurun waktu tertentu. Dalam konteks Badan Kesbangpol Kabupaten Ogan Komering Ilir, Renstra berfungsi sebagai pedoman bagi seluruh kegiatan dan kebijakan yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan organisasi.
Penyusunan Renstra yang efektif memerlukan keterlibatan berbagai pihak terkait, termasuk pembentukan tim penyusun yang memiliki kompetensi dan keahlian khusus. Oleh karena itu, kebijakan pembentukan tim penyusunan Renstra di Badan Kesbangpol Kabupaten Ogan Komering Ilir menjadi langkah strategis untuk memastikan bahwa proses perencanaan berjalan dengan baik dan hasilnya dapat diimplementasikan secara efektif. Namun, dalam implementasinya, kebijakan ini sering menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan sumber daya manusia, komunikasi yang kurang efektif, serta koordinasi yang kurang optimal antar unit kerja. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada bagaimana kebijakan pembentukan tim penyusunan Renstra ini diimplementasikan, apa saja hambatan yang dihadapi, dan bagaimana kebijakan ini dapat dioptimalkan untuk mencapai tujuan yang diinginkan.
Penelitian ini penting untuk memberikan gambaran mengenai efektivitas implementasi kebijakan ini serta memberikan rekomendasi bagi perbaikan proses penyusunan Renstra di masa mendatang, sehingga Badan Kesbangpol Kabupaten Ogan Komering Ilir dapat lebih efektif dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Tinjauan Pustaka 
Leo Agustino dalam Bukunya Dasar-Dasar Kebijakan Publik (2008:139) mengatakan bahwa implementasi merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksanaan kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri.
Menurut Nugroho (2003:158), implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya (tidak lebih dan tidak kurang).
Model implementasi kebijakan yang dikembangkan oleh George C. Edward III berperspektif top-down, di mana implementasi kebijakan dipandang dari sudut pandang otoritas pusat ke bawah. Edward III mengidentifikasi empat variabel utama yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan publik, yaitu:
1. Komunikasi: Informasi yang jelas, tepat, dan konsisten mengenai kebijakan harus dikomunikasikan kepada para pelaksana kebijakan. Jika komunikasi tidak berjalan dengan baik, implementasi bisa gagal karena para pelaksana tidak memahami apa yang harus dilakukan.

2. Sumber Daya: Keberhasilan implementasi kebijakan bergantung pada ketersediaan sumber daya yang memadai, baik sumber daya manusia yang kompeten maupun sumber daya finansial. Kekurangan sumber daya akan menghambat efektivitas pelaksanaan kebijakan.

3.  Disposisi (Sikap Pelaksana): Sikap atau disposisi para pelaksana kebijakan mempengaruhi seberapa baik kebijakan dijalankan. Jika pelaksana memiliki sikap positif terhadap kebijakan, mereka cenderung lebih berkomitmen dalam melaksanakan kebijakan tersebut.

4. Struktur Birokrasi: Struktur organisasi dan prosedur birokrasi juga mempengaruhi implementasi. Birokrasi yang terlalu rumit atau tidak efisien dapat menghambat pelaksanaan kebijakan.

Model ini menekankan bahwa hambatan dalam implementasi kebijakan sering kali berasal dari kelemahan dalam salah satu atau lebih dari keempat variabel tersebut.

METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan tujuan untuk memahami secara mendalam implementasi kebijakan pembentukan tim penyusunan Rencana Strategis (Renstra) di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Ogan Komering Ilir. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menggali informasi secara rinci mengenai proses implementasi kebijakan, kendala yang dihadapi, dan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan kebijakan tersebut.
Lokasi dan Subjek Penelitian
Penelitian dilakukan di Badan Kesbangpol Kabupaten Ogan Komering Ilir. Subjek penelitian terdiri dari para anggota tim penyusun Renstra, pejabat struktural di Badan Kesbangpol, serta pihak-pihak lain yang terlibat dalam proses perencanaan strategis. Pemilihan subjek dilakukan secara purposive sampling, di mana informan dipilih berdasarkan relevansi dan keterlibatan mereka dalam implementasi kebijakan ini.
Teknik Pengumpulan Data
          Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan :
1. Wawancara Mendalam dengan  para informan utama, seperti anggota tim penyusun Renstra dan pejabat Kesbangpol, untuk menggali informasi mengenai proses pembentukan tim, pelaksanaan tugas, serta hambatan dan dukungan yang dihadapi.
2. Observasi: Peneliti melakukan observasi langsung terhadap kegiatan dan proses yang terjadi selama penyusunan Renstra untuk memahami dinamika yang terjadi di lapangan.
3. Dokumentasi: Data dokumentasi berupa dokumen resmi, seperti surat keputusan pembentukan tim, laporan kegiatan, dan dokumen Renstra yang telah disusun, dikumpulkan dan dianalisis untuk melengkapi data dari wawancara dan observasi.
Analisis.Data
         Data yang diperoleh dianalisis menggunakan model analisis interaktif dari Miles dan Huberman yang terdiri dari tiga tahapan: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/ verifikasi.
HASIL PENELITIAN 
Penelitian ini mengkaji implementasi kebijakan pembentukan tim penyusunan Rencana Strategis (Renstra) di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini diperoleh dari analisis data yang dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Berikut adalah temuan utama dari penelitian ini:
1. Proses Pembentukan Tim Penyusun Renstra 
Kebijakan pembentukan tim penyusun Renstra di Badan Kesbangpol Kabupaten Ogan Komering Ilir dilakukan melalui keputusan kepala Badan, dengan anggota tim terdiri dari berbagai pejabat struktural dan staf yang dianggap memiliki kompetensi dalam perencanaan strategis. Namun, proses seleksi anggota tim tidak selalu didasarkan pada kompetensi spesifik dalam penyusunan Renstra, melainkan lebih pada posisi struktural yang mereka jabat. Hal ini menyebabkan variasi dalam kemampuan dan pengetahuan anggota tim, yang berdampak pada efektivitas proses penyusunan Renstra.
2. Komunikasi dalam Implementasi Kebijakan 
Aspek komunikasi dalam implementasi kebijakan ini dinilai cukup efektif. Sosialisasi kebijakan dilakukan melalui rapat-rapat internal dan distribusi dokumen terkait kepada seluruh anggota tim. Namun, beberapa anggota tim menyampaikan bahwa informasi yang diberikan sering kali bersifat umum dan kurang detail, sehingga mereka masih memerlukan arahan lebih lanjut dalam melaksanakan tugas mereka. Selain itu, terdapat kesenjangan komunikasi antara tim penyusun dengan unit-unit kerja lainnya yang terlibat, yang menyebabkan koordinasi menjadi kurang optimal.
3. Sumber Daya Manusia dan Pendukung
Dari segi sumber daya manusia, penelitian ini menemukan bahwa meskipun anggota tim memiliki latar belakang pendidikan dan pengalaman yang cukup, namun sebagian besar dari mereka belum memiliki pengalaman spesifik dalam penyusunan Renstra. Pelatihan dan bimbingan teknis terkait penyusunan Renstra juga belum sepenuhnya diberikan kepada seluruh anggota tim, sehingga ada beberapa anggota yang merasa kurang percaya diri dalam menjalankan tugasnya. Dari segi sumber daya pendukung, fasilitas dan akses terhadap informasi cukup memadai, namun penggunaan teknologi informasi dalam proses penyusunan masih terbatas.
4. Disposisi atau Sikap Pelaksana Sikap dan komitmen anggota tim penyusun terhadap kebijakan ini secara umum positif. Mereka memahami pentingnya Renstra sebagai panduan strategis bagi Badan Kesbangpol dan menunjukkan keinginan untuk berkontribusi secara maksimal. Namun, motivasi anggota tim terkadang terganggu oleh beban kerja yang tinggi dan keterbatasan waktu yang diberikan untuk menyelesaikan Renstra. Beberapa anggota tim juga mengemukakan perlunya insentif atau penghargaan yang lebih jelas untuk mendorong kinerja yang lebih baik.
5. Struktur Birokrasi dan Koordinasi Struktur birokrasi di Badan Kesbangpol Kabupaten Ogan Komering Ilir sudah mendukung pelaksanaan kebijakan ini, dengan adanya unit-unit kerja yang memiliki tugas dan fungsi yang jelas. Namun, koordinasi antara tim penyusun Renstra dengan unit-unit kerja lainnya masih memerlukan peningkatan. Beberapa unit kerja merasa bahwa mereka kurang dilibatkan dalam proses penyusunan, yang menyebabkan kurangnya sinkronisasi antara Renstra dengan rencana operasional unit kerja. Selain itu, birokrasi yang hierarkis terkadang memperlambat pengambilan keputusan dan pelaksanaan tugas.
6. Hambatan dalam Implementasi Kebijakan 
Penelitian ini mengidentifikasi beberapa hambatan utama dalam implementasi kebijakan pembentukan tim penyusun Renstra, antara lain:
a. Keterbatasan Waktu: Waktu yang diberikan untuk menyusun Renstra sering kali tidak cukup untuk melakukan analisis mendalam dan konsultasi dengan seluruh pihak terkait.
b. Kurangnya Pelatihan Teknis: Tidak semua anggota tim memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai dalam perencanaan strategis, dan pelatihan yang disediakan masih terbatas.
c. Koordinasi yang Kurang Efektif: Keterlibatan unit kerja lain dalam proses penyusunan masih terbatas, sehingga koordinasi dan sinkronisasi kebijakan belum optimal.
Secara keseluruhan, implementasi kebijakan pembentukan tim penyusun Renstra di Badan Kesbangpol Kabupaten Ogan Komering Ilir telah menunjukkan hasil yang positif, meskipun masih terdapat beberapa tantangan yang perlu diatasi. Dengan adanya perbaikan dalam hal pelatihan, komunikasi, dan koordinasi, diharapkan proses penyusunan Renstra di masa mendatang dapat lebih efektif dan menghasilkan dokumen yang lebih komprehensif serta relevan dengan kebutuhan organisasi dan masyarakat
PEMBAHASAN
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pembentukan tim penyusun Rencana Strategis (Renstra) di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Ogan Komering Ilir telah berlangsung dengan cukup baik, meskipun masih terdapat beberapa aspek yang perlu diperbaiki untuk meningkatkan efektivitas proses penyusunan Renstra. Pembahasan ini akan menguraikan lebih lanjut temuan-temuan utama penelitian dalam konteks teori implementasi kebijakan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.
Proses Pembentukan Tim Penyusun Renstra 
Proses pembentukan tim penyusun Renstra, meskipun telah dilaksanakan sesuai prosedur, menunjukkan adanya tantangan terkait kompetensi anggota tim. Edward III (1980) dalam teorinya tentang implementasi kebijakan menekankan pentingnya penempatan orang yang tepat dalam posisi yang tepat (right man in the right place). Dalam konteks ini, meskipun pemilihan anggota tim didasarkan pada jabatan struktural, idealnya, pemilihan harus lebih mempertimbangkan kompetensi khusus dalam perencanaan strategis. Hal ini penting untuk memastikan bahwa anggota tim memiliki kemampuan yang sesuai untuk menjalankan tugas penyusunan Renstra dengan efektif.
Komunikasi dalam Implementasi Kebijakan 
Aspek komunikasi yang telah dijalankan cukup baik, namun masih terdapat ruang untuk perbaikan terutama dalam hal kejelasan dan penyebaran informasi. Dalam teori Edward III, komunikasi yang efektif adalah kunci sukses implementasi kebijakan. Kurangnya detail dalam komunikasi menyebabkan beberapa anggota tim merasa kurang memahami tugas mereka secara menyeluruh. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan dalam penyampaian informasi dan sosialisasi kebijakan yang lebih rinci agar seluruh anggota tim memiliki pemahaman yang sama dan dapat bekerja secara sinkron.
Sumber Daya Manusia dan Pendukung 
Keterbatasan kompetensi teknis anggota tim dalam perencanaan strategis merupakan salah satu hambatan utama dalam implementasi kebijakan ini. Menurut Edward III, sumber daya yang memadai, termasuk kompetensi sumber daya manusia, adalah elemen kunci dalam keberhasilan implementasi kebijakan. Untuk mengatasi hal ini, pelatihan teknis dan pengembangan kapasitas harus diperkuat. Pelatihan yang tepat akan membantu meningkatkan kemampuan anggota tim dalam menyusun Renstra yang lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan organisasi.
Disposisi atau Sikap Pelaksana 
Sikap positif dari anggota tim terhadap kebijakan ini merupakan aset penting dalam implementasi kebijakan. Namun, motivasi yang terganggu oleh beban kerja dan keterbatasan waktu menunjukkan perlunya perhatian lebih terhadap kesejahteraan dan dukungan bagi pelaksana kebijakan. Teori implementasi kebijakan menekankan pentingnya sikap dan komitmen pelaksana untuk keberhasilan kebijakan. Dengan memberikan insentif yang tepat dan pengelolaan beban kerja yang lebih baik, diharapkan motivasi dan kinerja anggota tim dapat ditingkatkan.

1. Struktur Birokrasi dan Koordinasi Struktur birokrasi yang ada di Badan Kesbangpol Kabupaten Ogan Komering Ilir telah mendukung pelaksanaan kebijakan ini, namun koordinasi antar unit kerja masih memerlukan peningkatan. Menurut Edward III, struktur birokrasi yang jelas dan koordinasi yang baik sangat penting untuk memastikan kebijakan dapat diimplementasikan secara efektif. Keterlibatan yang lebih besar dari unit-unit kerja terkait dalam proses penyusunan Renstra akan memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan lebih terintegrasi dan relevan dengan kebutuhan operasional seluruh unit kerja.
2. Hambatan dalam Implementasi Kebijakan Hambatan seperti keterbatasan waktu dan kurangnya pelatihan teknis menunjukkan bahwa meskipun kebijakan telah dirancang dengan baik, pelaksanaannya memerlukan dukungan yang lebih besar, baik dalam hal waktu yang memadai maupun peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Ini sejalan dengan pandangan Edward III bahwa keberhasilan implementasi kebijakan tidak hanya bergantung pada perancangan kebijakan yang baik, tetapi juga pada pelaksanaan yang didukung oleh sumber daya yang memadai dan waktu yang cukup
KESIMPULAN
Penelitian ini mengungkapkan bahwa implementasi kebijakan pembentukan tim penyusun Rencana Strategis (Renstra) di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Ogan Komering Ilir telah berjalan dengan cukup baik, meskipun menghadapi beberapa kendala. Proses pembentukan tim dilakukan sesuai prosedur, namun belum sepenuhnya mempertimbangkan kompetensi spesifik dalam perencanaan strategis. Komunikasi dalam pelaksanaan kebijakan cukup efektif, namun masih memerlukan peningkatan dalam hal kejelasan dan detail informasi. Sumber daya manusia yang terlibat menunjukkan komitmen yang tinggi, tetapi masih memerlukan peningkatan kapasitas melalui pelatihan teknis. Struktur birokrasi sudah mendukung, namun koordinasi antar unit kerja perlu ditingkatkan untuk memastikan integrasi yang lebih baik dalam penyusunan Renstra.
Secara keseluruhan, kebijakan ini telah memberikan kerangka kerja yang positif bagi penyusunan Renstra, namun untuk mencapai hasil yang lebih optimal, diperlukan perbaikan dalam beberapa aspek kunci seperti kompetensi, komunikasi, dan koordinasi.

SARAN
Berdasarkan temuan penelitian, berikut beberapa saran untuk meningkatkan implementasi kebijakan pembentukan tim penyusun Renstra di masa mendatang:
1. Mengadakan pelatihan dan bimbingan  teknis yang lebih intensif dan spesifik terkait penyusunan Rencana Strategis bagi anggota tim. 
2. Meningkatkan komunikasi yang lebih jelas dan terperinci dalam sosialisasi kebijakan kepada seluruh anggota tim dan unit kerja terkait. 
3. Meningkatkan keterlibatan unit-unit kerja lain dalam proses penyusunan Renstra melalui koordinasi yang lebih intensif. Mengalokasikan waktu yang lebih cukup untuk proses penyusunan Renstra agar analisis dapat dilakukan secara mendalam dan konsultasi dengan pihak terkait dapat dilakukan lebih optimal. 
4. Memberikan insentif yang jelas bagi anggota tim penyusun untuk meningkatkan motivasi dan kinerja. 
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